
BSN) 
BADA STANDARDISASI NASIO AL 

PERATURAN KEP LA BADAN STANDARD SASI NASIONAL 

OMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMBERIAN DAN ATA CARA PEMBAYA N UANG MAKAN 

BA I PEGAWAJ NEGERI SilL 

Menimbang 

Mengingat 

DI LlNGKUNGA BADAN STANDARDIS SI NASIONAL 

DENGAN HMAT TUHAN YANG M HA ESA 

KEPALA B AN STANDARDISASI SIONAL, 

a. ba wa untuk mewujudk n pelaksanaan Anggaran 

Pe dapatan dan Belanj Negara seeara efektif, 

efi ien, tertib, transparan. dan akuntabel berkaitan 

de gan pembayaran u makan bagi Pegawai 

Ne eri Sipil di lingkun Badan Standardisasi 

ionai, perlu disusun mekanisme pembayaran 

g makan di lingkun an Badan Standardisasi 

ional; 

b. ba wa berdasarkan pe timbangan sebagaimana 

di aksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Pe aturan Kepala Bada Standardisasi Nasional 

te tang Pemberian dan Ta a Cara Pembayaran Uang 

M kan Bagi Pegawai Ne eri Sipil di Lingkungan 

Sa an Standardisasi Nasio ali 

I. U ang-Undang Namar Tahun 2014 tentang 

Ap atur Sipil Negara (Le baran Negara Republik 

In anesia Tahun 2014 Na 

2 . Undang-Undang . ... 
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2. U dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang 

K uangan Negara (Le baran Negara Republik 

donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

mbaran Negara Republ" Indonesia Nomor 4286); 

3. U dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

P rbendaharaan Negara ( mbaran Negara Republik 

onesia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan 

mbaran Negara Republi Indonesia Nomor 4355); 

4. U dang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang 

P meriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab 

K uangan Negara baran Negara Republik 

In onesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

baran Negara RepubJi Indonesia Nomor 4400); 

5. U da ng-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 

6. 

S ndardisasi dan Penilai Kesesuaian (Lembaran 

N gara Republik Indonesi Tahun 2014 Nornor 216); 

aturan Pemerintah 

tang Standardisasi 

ublik Indonesia 

102 Tahun 2000 

(Lembaran Negara 

2000 Nomor 199, 

bahan Lernbaran Neg a Nomor 4020); 

7. Pe aturan Pemerintah 80 Tahun 2010 

te tang Tarif Perno tong Dan Pengenaan Pajak 

Pe ghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjacli 

B an Anggaran Pendap tan Dan Belanja Negara 

At u Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah; 

8. Pe aturan Pemerintah ornor 45 Tahun 2013 

te tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pe dapatan dan Belanja egara (Lernbaran Negara 

Re ublik Indonesia Tahun 013 Nornor 103); 

9. Peraturan .... 
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9. P raturan Presiden Nom r 12 Tahun 1961 tentang 

P mberian Tugas Belaj (Tambahan Lembaran 

N gara Republik Indonesi Nomor 2278) 

10. K putusan Presiden No or 841M Tahun 2012 

te tang Pengangkatan K pala Badan Standardisasi 

N siona!; 

11 . P raturan Menteri Keuangan Nomor 

12. 

13. 

9 I PMK.05j201O tentan Perjalanan Dinas Luar 

N geri Bagi Pejabat Neg a, Pegawai Negeri, dan 

awai Tidak Tetap; 

Menteri Keuangan Nomor 

j PMK.05 j201O tentan Pemberian dan Tata Cara 

bayaran Uang Makan agi Pegawai Negeri Sipil; 

Menteri Keuangan Nomor 

j PMK.03 j201O tentan Tata Cara Pemotongan 

Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, 

Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan 

s iunannya Atas Pengh silan Yang Menjadi Beban 

aran Pendapatan D Belanja Negara Atau 

aran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

14. Pe aturan Menteri Keuangan Nomor 

II j PMK.05j2012 tentan Perjalanan Dinas Dalam 

Ne eri Bagi Pejabat Neg ra, Pegawai Negeri, dan 

Pe awai Tidak Tetap; 

15. Pe aturan Menteri 

19 j PMK.05 j2012 tentan 

Da am Rangka Pelaksana 

d Belanja Negara; 

Keuangan Nomor 

Tata Cara Pembayaran 

Anggaran Pendapatan 

16. Keputusan .... 



Menetapkan 
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16. K putusan Kepala Bad Standardisasi Nasional 

N mar 965/BSN-I/H .35/05/2001 ten tang 

o ganisasi dan Tata K rja Sadan Standardisasi 

N sional sebagaimana t ah beberapa kali diubah 

te akbir dengan Kepala Badan 

S or 4 Tahun 20 11 ; 

17. P raturan Kepala Bad Standardisasi Nasional 

18. 

N mar 1 Tahun 2014 ten g Tata Cara Pemberian 

njangan Kinerja Pega ai di Lingkungan Badan 

St ndardisasi Nasional; 

aturan Direktur Jende al Perbendaharaan Nomor 

P R-22 / PB /2013 tentan Ketentuan Lebih Lanjut 

Pe aksanaan Perjalanan inas Dalarn Negeri Bagi 

Pe abat Negara, Pegawai egeri, dan Pegawai Tidak 

Te ap; 

MEMUTUSKAN: 

PERAT RAN KEPALA B DAN STANDARDISASI 

NASIO AL TENTANG PEMB RIAN DAN TATA CARA 

PEMBA ARAN UANG MAKAN BAG I PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI L1NGKUNGAN 

NASIO AL. 

Pasal 

ADAN STANDARDISASI 

Pember an dan Tata Cara Pe bayaran Uang Makan di 

lingkun an Badan Standar sasl Nasional adalah 

sebagai ana tercantum d lam Lampiran yang 

merupa an bagian tidak terpisa an dari Peraturan ini. 

Pasal 2 .... 
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Pasal 2 

Pembe ian dan Tata Cara Pe bayaran Uang Makan di 

ling gan Badan Standardis si Nasional ini merupakan 

baik bagi para Pejab t dan Pegawai yang terkait 

pengelolaan anggara maupun bagi seluruh 

Pegaw i Negeri Sipil pada Bada Standardisasi Nasional. 

Pasal 

Besara uang makan di lingku gan Badan Standardisasi 

Nasion mengacu pada kete tuan yang diatur dalam 

Peratu Menteri Keuangan t ntang Standar Biaya pada 

Tahun ggaran berjalan . 

Pasal 

Peratu ini mulai berlaku pa a tanggal 1 Oktober 2014. 

Ditetapkan di Jaka ta 

pada tanggal 29 Se tember 2014 

KEPALA BADAN ST NDARDISASI NASIONAL. 

BAM BANG PRASET A 

LAMPIRAN .... 
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LAMPI 

RAN KEPALA BADAN S ANDARDISASI NASIONAL 

3 TAHUN 20 14 

: 29 September 2014 

PEMBERIAN DAN ATA CARA PEMBAYA N UANG MAKAN 

SA I PEGAWAI NEGERI SilL 

DI LINGKUNGA BADAN STANDARDIS SI NASIONAL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan ini yang di aksud dengan: 

I. Badan Standardisasi N sional yang selanjutn a disingkat BSN adalah 

Iembaga pemerintah n nkementerian yang b rtugas dan bertanggung 

jawab di bidang Standar isasi dan Penilaian Kes suaian. 

2. Kepala Badan Standard' si Nasional, yang sel jutnya disingkat Kepala, 

adalah pejabat yang be tanggung jawab atas ngelolaan anggaran BSN 

dan sebagai Pengguna 

3. Kuasa Pengguna Angga an pada BSN, yang s Ianjutnya disingkat KPA, 

adalah pejabat yang m mperoleh kuasa dari 

melaksanakan sebagian 

anggaran pada BSN. 

ngguna Anggaran untuk 

g jawab penggunaan 

4. Bendahara Pengeluaran ada BSN, yang selanj ya disingkat BP, adalah 

pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk enerima, menylInpan, 

membayarkan. me nata sahakan, dan mempe tanggungjawabkan uang 

untuk keperIuan belanja negara dalam rangka p Iaksanaan anggaran pada 

BSN. 

5. Pejabat .... 



-
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5. Pejabat Penandatanga Surat Perintah Me bayar pada BSN, yang 

selanjutnya disingkat P -SPM, adalah pejabat y ng diberi kewenangan oleh 

KPA untuk melakukan pengujian 

belanja negara pada BS 

6. Pejabat Pembuat Ko itmen 

selanjutnya PPK, 

Lingkup 

adalah 

pembayaran atas beban 

aan pada BSN, yang 

yang diberi 

kewenangan untuk mel kan tindakan yang engakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja pada SN. 

7. Petugas Pengelolaan dministrasi Belanja gawai pada BSN, yang 

selanjutnya disingkat P ASP, adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan 

tanggungjawab untuk engelola pelaksanaan b lanja pegawai pada BSN. 

8. Kantor Pelayanan Per ndaharaan Negara, y g selanjutnya clisingkat 

KPPN, adalah instansi ertikal Direktorat Jen ral Perbendaharaan yang 

memperoleh kuasa dar" 

sebagian fungsi Kuasa B 

9. Pegawai Negeri Sipil y 

disingkat PNS, adalah 

termasuk Calon PNS y 

ndahara Umum Negar 

g bertugas di lingkun 

gawai Negeri Sipil seb 

5 Tahun 2014 tent 

bertugas di lingkung 

ara untuk melaksanakan 

BSN, yang selanjutnya 

gaimana dimaksud dalam 

g Aparatur Sipil Negara, 

BSN. 

10. Operator Sistem Inform si Presensi Pegawai pa a BSN, yang selanjutnya 

disingkat OSIP, adalah NS pada unit-unit kerj di lingkungan BSN yang 

diberikan tugas untuk 

cliklarifikasi, mendoku entasikan 

kehadiran pegawai yang 

rekaman kehadiran 

Pegawai, dan melaporka data dukung rekaman ehadiran Pegawai kepada 

Pejabat Eselon II pada tan untuk disampaikan 

kepada Kepala Biro Hu dengan tembusan 

kepada Kepala Bagian 0 

11. Uang Makan adalah u berdasarkan tarif 

dan dihitung secara hari untuk keperluan m 

12. Daftar ... . 
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12. Daftar Perhitungan U g Makan adalah dafta yang dibuat oleh PPABP 

yang ditandatangani 01 h KPA/ PPK dan BP ang memuat nama PNS, 

jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama I (satu) bulan, tarif uang 

makan, dan jumlah uan makan yang ditenma S. 

13. Perjalanan Dinas adala perjalanan yang dilaku an oleh PNS, Pegawai non 

PNS, atau pihak lain. b ik perseorangan maup n secara bersama ke luar 

dari kedudukan temp t tugas untuk kepen 'ngan dinas / negara atas 

penntah pejabat yang b enang; 

14. Perjalanan Dinas Dal Negen adalah perjal nan yang dilakukan oleh 

PNS. Pegawai non PNS. tau pihak lain. baik pe seorangan maupun secara 

bersama untuk kepen . gan dinas/negara ke I dan kedudukan tempat 

tugas yang dilakukan alam wilayah Republi Indonesia atas perintah 

pejabat yang berwenang' 

15. Perjalanan Dinas Luar egen adalah perjalanan yang dilakukan oleh PNS, 

Pegawai non PNS, ata pihak lain, baik per orangan maupun secara 

bersama untuk kepenti gan dinas / negara, dan tempat bertolak di dalam 

negen ke tempat tuju di luar negen, dari t mpat kedudukan di luar 

negen/ tempat bertolak di luar negen ke temp t tujuan di dalam negen, 

atau dari tempat kedud kan di luar negeri/te at bertolak di luar negen 

ke tempat tujuan di luar negeri atas perintah pej 

16. Daftar Isian Pelaksana Anggaran, yang se jutnya disingkat DIPA, 

adalah Dokumen Pelak anaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan 

Pengguna Anggaran dal 

pelaksanaan anggaran B 

17. Surat Pemyataan Tan 

SPTJM, adalah surat y 

memuat pemyataan b 

honorarium, uang lemb 

benar dan disertai kes 

apabila terdapat kelebih 

melaksanakan tan pemerintahan sebagai 

Jawab Mutlak, y g selanjutnya disingkat 

Pimpinan Unit Kerja yang 

wa seluruh pengeJ ran untuk pembayaran 

r, dan uang makan S telah dihitung dengan 

meng mbalikan kepada negara 

pembayaran. 

18. Pembayaran .... 
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18. Pembayaran Langsung, 

yang dilakukan langsu 

perjanjian kerja, surat 

Jainnya melalui penerbit 

ang selanjutnya dising at LS, adalah pembayaran 

g kepada BP/penerim hak lainnya atas dasar 

eputusan, surat tugas atau surat perintah kerja 

n Surat Perintah Mem yar Langsung. 

19. Surat Perintah Memba r Langsung, yang sel jutnya disingkat SPM-LS, 

adalah dokumen yang 

yang bersumber dari 

penerima hak/ BP. 

iterbitkan oleh PP-SP untuk mencairkan dana 

I PA dalam rangka pe bayaran tagihan kepada 

20. Pajak Penghasilan Pasal 2 1, yang selanjutnya di ebut PPh Pasal 21, adalah 

pajak atas penghasilan ehubungan dengan pe 

dengan nama dan dal m bentuk a papun y 

Wajib Pajak orang priba i dalam negeri sebag 

Undang-Undang Pajak P nghasilan. 

21. Surat Setoran Pajak, y ng selanjutnya disingk 

digunakan Wajib Pajak untuk melakukan 

penyetoran pajak yang t rutang. 

rjaan, jasa, atau kegiatan 

diterima atau diperoleh 

ana diatur dalam Pasal 21 

t SSP, adalah surat yang 

bayaran atau melakukan 

22. Surat Permintaan Pem ayaran, yang selanju ya disingkat SPP, adalah 

dokumen yang ditanda angani oleh PPK yang diajukan kepada PP-SPM 

untuk meminta pembay an suatu kegiatan. 

23. Surat Perintah Memb yar, yang selanjutny 

dokumen yang ditanda ngani oleh PP-SPM ya 

untuk pencairan dana y g bersumber dari OI 

dipersamakan. 

24. Surat Perintah Pencaira Dana, yang selanjutn 

surat perintah yang dit bitkan oleh KPPN mitr 

Umum Negara untuk elaksanaan pengeluar 

Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SP 

disingkat SPM, adalah 

g diajukan kepada KPPN 

atau dokumen lain yang 

a disingkat SP2D, adalah 

selaku Kuasa Bendahara 

atas beban Anggaran 

25. Surat Permintaan Pemb yaran Langsung, yang elanjutnya disingkat SPP-

LS, adalah dokumen ya g diterbitkan oleh PPK, alam rangka pembayaran 

tagihan kepada penerim hak/ BP. 

BAB n .... 
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BAB II 

P MBERIAN UANG MAKA 

1. Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari 

kerja dalam 1 (satu) bul n . 

2. Besaran uang makan y ng diberikan kepada P S per hari sesuai dengan 

tarif yang ditetapkan dal m Peraturan Menteri K uangan mengenai Standar 

Biaya Masukan pada un anggaran yang bers gkutan. 

3. Uang makan tidak dibe . an kepada PNS dengan ketentuan: 

4. 

a. tidak hadir kerja; 

b. sedang menjalankan rjalanan din as; 

c. sedang menjalanj eu .; 

d. 

e. sebab-sebab 

makan. 

s belajar; danjatau 

g rnengakibatkan P S tidak diberikan uang 

mana dimaksud pada a gka (3) huruf (b) meliputi 

perjalanan dinas dalam egeri dan perjalanan di as luar negeri. 

5. Sebab-sebab lain seba aimana dimaksud huruf (e) 

ditetapkan dengan Kepu usan Kepala. 

6. Dalam hal terjadi pern yaran ganda antara ang makan dengan uang 

harian maka yang diperhitu kan untuk dikembalikan 

ke Negara adalah uang akan pada hari terjadin a pernbayaran ganda. 

7. Uang makan bagi PNS ang berasal dari Keme terian j Lernbaga lain yang 

diperbantukan j dipekerj kan di BSN dibayarkan leh BSN. 

8 . Uang makan PNS dibay kan setiap 1 (satu) b Ian yang pembayarannya 

pada bulan berikutnya. 

9. Dikecualikan dari keten an sebagaimana dim sud pada angka (8) , uang 

makan PNS bulan Dese ber dapat dibayarkan p da bulan berkenaan . 

10. Pembayaran Uang Mak PNS dilakukan dengan mekanisme LS. 

11. Terhadap .... 
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11. Terhadap uang makan yang dibayarkan kepa a PNS Golongan Il / d ke 

bawah tidak dikenakan Ph Pasal 21 . 

12. Terhadap uang makan ng dibayarkan kepada NS Golongan Ill/a ke atas 

dikenakan PPh Pasal 21 sesuai dengan peratur yang berlaku. 

13. Pembayaran uang mak PNS hanya dapat di rikan dalam batas pagu 

anggaran yang tersedia alam DlPA BSN. 

14. Apabila pagu anggaran ntuk uang makan PN tersebut tidak disediakan 

atau tidak cukup terse ia pada DlPA, BSN d pat merevisi DIPA sesuai 

ketentuan peraturan pe ndang-undangan. 

15. PNS yang belum di pada tahun anggaran 

sebelumnya dapat diba an berikutnya sepanjang 

dananya tersedia dalam IPA BSN. 

BAB III 

HARI KERJA 0 PENCATATAN KEHA IRAN KERJA 

I. Pelaksanaan hari kerja i lingkungan Badan S ndardisasi Nasional dalam 

1 Isatu) rninggu terdiri a as 5 llima) hari kerja y g dimulai pada hari Senin 

sampai dengan hari Ju 

2. Kehadiran dan kepulan an Pencatatan Kehadiran 

Kerja pada mesin Penca tan Kehadiran Kerja e ektronik sebanyak 2 Idua) 

kali yaitu pada saat mas k kerja dan pada saat ulang kerja. 

3. Dalam hal PNS lupa da am melakukan Penca Kerja pada 

mesin Pencatatan Keha iran Kerja elektronik p da saat masuk kerja atau 

pada saat pulang kerja ebagaimana dimaksud ada angka 12), maka PNS 

dapat melakukan klarifi asi dengan menyertak Surat Pemyataan Lupa 

Melakukan Pencatatan ehadiran Kerja yang di uat sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum pada Bab IV Lampir Peraturan inj dan harus 

mendapat persetujuan oleh Atasan Langsu g Strulktural serendah­

rendahnya Pejabat Eselo II di lingkungan kerja NS yang bersangkutan. 

4. Surat .... 
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4 . Sural Pemyataan L pa Melakukan Pen tatan Kehadiran Kerja 

sebagairnana dimaksud pada angka (3) yang m ndapatkan toleransi paling 

banyak 3 (tiga) kali dal I (satu) bulan. 

5. Klarifikasi dan Surat P rnyataan Lupa Melaku an Pencatatan Kehadiran 

Kerja sebagaimana dim ksud pada angka (3) isampaikan kepada OSIP 

untuk dilakukan perbai an data pada sistem ncatatan Kehadiran Kerja 

elektronik. 

6 . Klariftkasi dan Surat P rnyataan Lupa Melaku an Pencatatan Kehadiran 

Kerja sebagaimana dim ksud pada angka (4) iterima oleh OSIP paling 

lambat 3 (tiga) hari kerj pada bulan berikutnya. 

7. PNS yang tidak mel n klarifikasi terhadap data rekaman Pencatatan 

Kehadiran Kerja atau P S melakukan klarifikas 

pemyataan kepada a IP lebih dari 3 (tiga 

dan menyampaikan surat 

hari kerja pada bulan 

berikutnya dianggap me yetujui data rekaman encatatan Kehadiran Kerja 

dari OSIP. 

8. Pengisian Pencatatan ehadiran Kerja dapat ilakukan secara manual 

dalam hal: 

a. mesin Pencatatan Kehadiran Kerja elektronik mengalami 

kerusakan/ tidak ber ungsi; 

b. PNS belum terdar dalam sistem Pen atatan Kehadiran Kerja 

elektronik; 

c. sidik jari tidak ter kam dalam me Sin Pe catatan Kehadiran Kerja 

elektronik; atau 

d. terjadi keadaan kah (force majeure) . 

9. Keadaan kahar (force ajeure) sebagaimana imaksud pada angka (7) 

huruf (d) merupakan s tu kejadian yang terja i di luar kemampuan dan 

kendali manusia dan tid dapat dihindarkan. 

10. Keadaan kahar (force ajeure) sebagaimana imaksud pada angka (8) 

harus dinyatakan secar tertutis oleh Kepala. 

BAB IV ... . 
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BAB IV 

FORMAT SURAT P RNYATAAN LUPA DA HADIR KERJA 

SURAT PERNYATAAN 
LUPA MELAKU N PENCATATAN KEH DlRAN KERJA 

Saya yang bertandatangan i bawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkat/ Golongan 
Jabatan 
Unit Kerja 

dengan ini menyatakan b 
tanggal .......... 20 .. datan 
un tuk melakukan pene 
menggunakan mesin Penca 

Demikian Surat Pemyata 
diketahui dan dipergunak 

Mengetahui, 

a saya benar-benar h dir bekerja pada hari ......• 
/pulang kerja*) Pukul ... WIB. namun saya lupa 
tatan kedatangan / ke uJangan kerja1 dengan 
tan Kehadiran Kerja el ktronik . 

ini saya buat deng sebenar-benarnya untuk 
sebagairnana mestinya. 

g Membuat Pemyataan. 
Atasan Langsung serendah- endahnya Pejabat 
Eselon II, 

(Nama Jelas) 
NIP. 

1 coret salah saw 

(Na a Jelas) 
NI 

BABV .... 
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BABV 

PEMBAYARAN UAN 

I. Pejabat Eselon II membidangi dan Kepegawaian 

menyampaikan daftar Kerja kepada 

Pejabat Eselon II yang embidangi Tata Usaha an Rumah Tangga secara 

tertulis paling lambat 7 ujuh) hari kerja pada b Ian berikutnya. 

2. Unit Kerja yang membi angi Tata Usaha dan umah Tangga menyusun 

Daftar Uang Makan yan selanjutnya disampai kepada PPK, dilengkapi 

dengan Daftar Perhitun an Uang Makan yang tandatangani oleh PPABP, 

BP, dan PPK. 

3. PPK melakukan peneliti n dan pengujian permi taan pembayaran beserta 

dokumen pendukung. 

4. PPK mengajukan SPP-L uang makan kepada P SPM dengan melengkapi: 

a. Daftar Perhitungan ang Makan yang ditan atangani oleh PPABP, BP, 

dan PPK; 

b. Daftar Haclir Kerja; 

c. SPTJM; dan 

d. SSP PPh Pasal 21. 

5. PP-SPM meneliti dan enguji SPP-LS uang makan beserta dokumen 

pendukung. 

6. Setelah dilakukan penel tian dan pengujian, PP PM menerbitkan SPM-LS 

uang makan sebanyak r gkap 3 (tiga), dengan eruntukan: 

a. Lembar kesatu dan I mbar kedua disampaik n kepada KPPN mitra; dan 

b. Lembar ketiga sebag i pertingga! pada Badan Standardisasi Nasiona! . 

7. SPM-LS uang makan y telah diterbitkan sampaikan kepada KPPN 

mitra dengan melampirk 

a. Daftar Perhitungan g Makan; 

b. SPTJM; dan 

c. SSP PPh Pasa! 21. 

8. Pengujian .. .. 
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8 . Pengujian SPM-LS uang makan dilakukan oleh PN mitra. 

9. BP membayar uang ma an kepada masing-mas g PNS setelah SP2D terbit 

dan dana telah ditrans~ ke rekening BP. 

10. Pertanggungjawaban u ng makan harus dise hkan kepada BP setelah 

uang makan dibayark 

11. SPM -LS untuk kekur gan pembayaran uan makan ctiajukan kepada 

KPPN untuk penerbitan P2D dengan melampir an: 

a. Daftar Perhitungan ekurangan Pembayaran Uang Makan ; 

b. SPrJM; dan 

c. SSP PPh Pasa! 21. 

12. Format Daftar Perhitun , dan Dartar Perhitungan 

Kekurangan Pembayar n Uang Makan ada! sebagaimana ditetapkan 

pada Peraturan Mente' Keuangan Nomor 110/PMK.05/20 10 tentang 

Pemberian dan Tata C a Pembayaran Uang akan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil. 

BAB VI .... 



BSN) 
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BAB VI 

MEKANISME T TA CARA PEMBAYARA UANG MAKAN 

Pejabat Eselon II 
yall: me mb id al"€i 

Organisasi dan 
Kepegawaian 

1 R KAPDHK 

Pejabat Eselon II 

va'l; membida'l;i S BSN 
Tata Usaha dan 
RLmilh Tangga 

2 

PPK 

3 

PP-SPM 

SPM­
LS 

4 

6 

ndahara 
P ngeluaran 

5 
Tran er 

KPPN 

KEPALA BADAN, S ANDARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG PRAS YA 


